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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2021
merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa Renstra Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019-2024. LKIP Tahun 2021 disusun berdasarkan
Renja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra
Tahun 2019-2024).

LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku disusun berdasarkan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku
Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan
akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan
PTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk
senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun 2021
terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja
serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, latar
belakang, maksud dan tujuan serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan
Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal
dan PTSP pada tahun 2021. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan
gambaran capaian, analisa dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas
Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2021.

LKIP DPMPTSP ini secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku telah
membuahkan hasil pembangunan. Dari dua indikator kinerja utama, keduanya telah

memenuhi kriteria yang tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah



outcome yang masuk kategori tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas
pelaksanaan program dan keglatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan
berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi baglan yang tidak terpisahkan dari

implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari, masih terdapat

indikator kinerja yang belum tercapal.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan
sebagail pijakan untuk melakukan perbalkan pelayanan publik dan mendukung
tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKIP
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran
evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari
aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya.

Ambon, Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
V. E-ro\/in'si Maluku

“Pambjna Utamd Madya
NTP=19650204 199103 1 013



DAFTAR ISI

REVIU LKIP ... e i
KATA PENGANTAR ..o e i
DAFR T AR IS ... s iv
BAB | PENDAHULUAN
1. LatarBelakang ........co.oiiiii 1
2. Maksud dan TUujuan ... 1
3. Landasan HUKUM ... 2
4. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
MaIUKU .. e e 2
5. Sistematika Penulisan ... 16
BABII PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2019-2024 ....... ... 17
1 TUJUAN L 17
2. Sasaran Strategis .......coeiiiiiiiiii 18
3. Sasaran Program ... ... 18
4. Indikator KinerjaUtama ... 19
5. Perjanjian Kinerja ........ccooiiiiiii 20
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .................cooinnil. 22
B. Realisasi ANgQaran ..... ......oiiiiii e 31
BABIV PENUTUP
A, KESIMPUIAN ..., 35
B. Permasalahan ... 36
. SOIUSI e 37

LAMPIRAN

LKIP DPMPTSP PROVINSI MALUKU TAHUN 2021] iv



PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan profesional dan kinerja Aparatur DPMPTSP
Provinsi Maluku dan mewujudkan Administrasi Negara yang mampu
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta
prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat
dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi
Maluku dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, maka disusun laporan kinerja setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran dalam bentuk dokumen yang berisi
gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun
dan disampaikan secara sistematik dan melembaga terdiri dari berbagai
komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis,

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan
Permenpan no. 53 tahun 2014 adalah sebagai salah satu pertanggungjawaban
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Maluku dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai
sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkannya oleh setiap
Perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah
melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku dalam
rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkannya dalam bentuk
program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan
pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi serta menjadi dasar bagi
peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi

bagi masyarakat yang memerlukan.
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3. LANDASAN HUKUM
Penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Tahun 2021 mengacu pada

peraturan perundang — undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan
Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya
memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Daerah Maluku
melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 6 Tahun 2016 tanggal 7
Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
dikategorikan dinas daerah provinsi tipe “A” mempunyai Tugas Pokok

membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

LKIP DPMPTSP PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 | 2



k

ebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.

00 N O U

Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;

. Pelaksana kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

. Pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu;

. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;

. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai lingkup teknis;

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

fungsinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku

Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku melayani 695 jenis

p

erizinan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur

Maluku sebagai berikut :

A. URAIAN TUGAS

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan
Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 7 April 2017 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Maluku sebagai berikut :
1. Sekretariat

Mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan
layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, serta keuangan dan aset pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku sesuai ketentuan

yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.
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Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1.

Menyusun rencana operasional, di lingkungan Sekretariat berdasarkan
program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingku Sekretariat secara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharapkan;

. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang
berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan
akuntabel;

Menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumberdaya
aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi kedepan;

Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai
pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang

kepegawaian;

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas

LKIP DPMPTSP PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 | 4



yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja dimasa yang akan datang;

10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja;

11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Sekretaris dibantu oleh:
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan serta pemberian

bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan
pengembangan iklim penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan program kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan secara efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;
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4. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal secara berkala sesuai
aturan dan prosedur yang berlaku untuk merencanakan target kinerja
yang diharapkan;

5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Perencanaan dan
pengembangan Iklim Penanaman melalui program perencanaan dan
deregulasi Penamanan Modal serta pemberdayaan usaha sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien dan akuntabel;

7. Menyelenggarakan Pembinaan dan Fasilitasi program Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penananaman Modal sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi Program
Perencanaan Penanaman dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan
dapat berjalan secara efektif dan efisien;

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibantu oleh:
- Kepala Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal

- Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha
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3. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan
teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Promosi Penanaman Modal
sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang
optimal.
Untuk uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional lingkup Bidang Promosi Penanaman
Modal berdasarkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Promosi
Penanaman Modal sesuai tugas pokok dan tanggungjawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan
efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Promosi
Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;

5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Promosi Penanaman
Modal melalui program Pengembangan Promosi dan Pelaksanaan
promosi serta sarana dan prasarana promosi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien dan akuntabel;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
Program Promosi Penanaman Modal dengan Dinas maupun instansi
teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana
operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan

akuntabel;
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7. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi program  Promosi
Penanaman Modal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Merumuskan penyediaan data, Informasi dan dokumentasi program
promosi Penanaman Modal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

9. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas bawahan di lingkup bidang Promosi
Penanaman Modal dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10.Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja;

11.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tulisan sesuai ketentuan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Promosi Penanaman

Modal dibantu oleh:

- Kepala Seksi Pengembangan Promosi, Sarana Prasarana Promosi
Penanaman Modal

- Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan

Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi
Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Informasi Penanaman Modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai
kinerja yang optimal.
Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pengendalian dan

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

berdasarkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
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Terpadu Satu Pintu Provinsi Malukus serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengendalian
dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
sesuai tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi penanaman
Modal sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

. Mengkoordinasikan  penyusunan rencana kegiatan pengendalian
pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi
penanaman modal dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan
kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akuntabel;
Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi program Pengendalian
pelaksanaan penanaman modal dan Informasi penanaman modal sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi program
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman
modal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang
diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman
Modal dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan

dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
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10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja, dan;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengendalian dan
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dibantu
oleh:

- Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mencapai kinerja yang optimal.
Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan program kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup  Bidang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala
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sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan melalui program pelayanan
perizinan dan non perizinan I dan II sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif,
efisien dan akuntabel;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
program penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
dengan Dinas maupun instansi instansi teknis terkait sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

7. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi program penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai prosedur ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi program
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan
secara efektif dan efisien;

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang;

10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan dibantu oleh:
- Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

- Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
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6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai ketentuan yang berlaku

untuk mencapai kinerja yang optimal.

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1.

Menyusun rencana operasional dilingkup bidang pengaduan, kebijakan
dan pelaporan layanan berdasarkan program kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup bidang pengaduan,
kebijakan dan pelaporan layanan, sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup bidang
pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan, sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang pengaduan,
kebijakan dan pelaporan layanan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang ditetapkan;

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pengaduan, kebijakan
dan pelaporan layanan melalui program pengaduan, informasi dan
pelaporan layanan serta kebijakan dan penyuluhan layanan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat
dilaksanakan secara eektif, efisien dan akuntabel;

Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
pengaduan, kebijakan dan pelaporan dengan Dinas maupun instansi
teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana
operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan

akuntabel;

LKIP DPMPTSP PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 | 12



7.

10.

11.

Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi program pengaduan,
kebijakan dan pelaporan layanan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi program
pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara
efektif dan efisien;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang pengaduan,
kebijakan dan pelaporan layanan dengan cara membandingkan antara
rencaan operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan dating;
Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengaduan, kebijakan dan
pelaporan layanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala bidang pengaduan,

kebijakan dan pelaporan layanan dibantu oleh :

- Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Layanan

- Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU

¥
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B. Komposisi dan Kompetensi Pegawai
Adapun komposisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Maluku untuk mendukung tugas-tugas pelayanan kepada
masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
adalah sebanyak 38 orang dengan spesifikasi Pendidikan, Golongan dan
Eselon dijabarkan sebagai berikut :

. Berdasarkan Pendidikan

- S3 : 1 orang
- S2 : 12 orang
- S1 : 20 orang
- D3 : 1 orang
- SMA : 4 orang
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e Berdasarkan Golongan

- | Golongan II : 3 orang

- | Golongan III : 24 orang

- | Golongan IV : 11 orang

e Berdasarkan Eselon

- | Ess. II/a : 1 orang

- | Ess. III/a : 6 orang
- | Ess. IV/a : 13 orang
Staf : 18 orang
Jumlah 38 orang

C. Sarana dan Prasarana
Dalam mendukung pelayanan perijinan di Provinsi Maluku, DPMPTSP didukung
dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Terdapat ruang back office
yang digunakan untuk memproses perijinan dan front office yang digunakan
untuk melayani berbagai perijinan ataupun registrasi ulang perijinan. Disamping
itu juga terdapat sistem basis data dari penerbitan izin berbasis sistem informasi
perizinan dan potensi investasi yang dapat diakses oleh operator atau pelaku

usaha.

D. Isu Strategis

Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi

Maluku dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Maluku antara

lain adalah :

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap aktivitas OPD;

2. Sarana dan prasarana infrastruktur belum memadai sesuai yang diharapkan
untuk menunjang masuknya investor ke Provinsi Maluku;

3. Promosi potensi investasi kepada investor belum optimal dikemas dalam
menjawab kemudahan dan kelancaran usaha kepada Investor Asing/Dalam

Negeri;
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4. Kapasitas aparatur pada kelembagaan penanaman modal dan perizinan

masih terbatas.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam menyusun atau

menyajikan Laporan Akuntabilitas dari satu instansi, maka Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dapat menyajikan

Laporan Akuntabilitas pada tahun 2021 dengan susunan/uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan Menjelaskan tentang Dasar Hukum
Penulisan Laporan, Gambaran Umum
Organisasi, serta Strategic Issued yang
dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja Menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar
perjanjian kinerja tahun 2021.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Menguraikan/menjelaskan tentang hasil
pengukuran Kinerja Analisis
Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV : Penutup Mengemukakan secara umum tentang
keberhasilan, kegagalan, permasalahan
dan kendala berkaitan dengan Kinerja
Dinas pada tahun 2021.
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PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2019 — 2024

Rencana  Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Maluku adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
(2019-2024). Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku
merupakan penjabaran visi, misi, RPJMD Provinsi Maluku Periode 2019-2024 dan
rumusan, tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Provinsi Maluku.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi Maluku, mengacu dan diselaraskan dengan visi dan misi
Kepala Daerah yaitu;

Visi : “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,

Terjamin Dalam Kesejahtraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan "

Misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau

3. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

4. Peningkatan infrastruktur dan konekvitas gugus pulau

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

6. Mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan

berpretasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode
2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Provinsi Maluku, akan mendukung terlaksananya visi dan misi
Gubernur terutama di Misi ke 5 © Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi,
budaya dan pariwisata.

Tujuan dari Misi Kelima yang terkait dengan penanaman modal adalah:
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan jujur dalam melayani dan menciptakan
suasana kondusif untuk meningkatkan Perekonomian Daerah, dengan sasaran
Berkembangnya iklim usaha dan investasi.

1. Tujuan

Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan yang ingin
dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dalam lima tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu Meningkatkan Investasi yang

berdaya saing dan berkelanjutan.
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2. Sasaran strategis

Sasaran merupakan elaborasi dari tujuan, ilustrasi dari hasil yang ingin
dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dalam
rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan, maka sasaran
strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Maluku 2019 — 2024 yang
ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya Minat Investasi
2. Meningkatnya Realisasi Investasi

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan

3. Sasaran Program

Program 1 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran program 1. Meningkatnya akuntabilitas anggaran dan kinerja OPD.

Tujuan program ini yaitu agar tersedianya administrasi yang memadai untuk
memperlancar pelaksanaan tugas-tugas serta peningkatan sinkronisasi dan
sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program. Program ini berkaitan dengan
operasional pelaksanaan tugas-tugas mulai dari perencanaan program, kegiatan
dan sub kegiatan, perencanaan keuangan dan pengukuran kinerja OPD serta
operasional kantor lainnya.

Program 2 : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran program 2. Tersedianya dokumen peluang Investasi PMDN dan
PMA.

Tujuan program ini adalah untuk menyediakan dokumen peluang Investasi
PMDN dan PMA. Penyediaan dokumen peluang investasi dilakukan dengan
beberapa cara diantaranya : memfasilitasi pelaku usaha kecil menengah untuk
membuka peluang investasi serta menyediakan peta potensi unggulan daerah
dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penyusunannya.

Program 3 : Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran program 3. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat pelaku usaha/investor.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan penyusunan strategi promosi
penanaman modal dengan menyebarkan informasi/publikasi promosi investasi
melalui media cetak. Selain penyusunan strategi, juga dilakukan kegiatan promosi
dengan mengikuti pelaksanaan event promosi yang diselenggarakan atas

kerjasama Pemerintah-Pemerintah Daerah.
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Program 4 : Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran program 4. Meningkatnya Minat Berinvestasi dan Realisasi
Investasi di Daerah.

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan dan
non perizinan di Daerah.

Program 5 : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran program 5. Meningkatnya nilai realisasi investasi PMA/PMDN.

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan
investasi. Dalam mendukung hal tersebut, dilakukan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan.

Program 6 : Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Sasaran program 6. Tersedianya data dan informasi penanaman
modal.

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan

investasi melalui tersedianya data dan informasi penanaman modal.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi
serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang
berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria
indikator kinerja yang baik.

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu
indikator kinerja yang efektif dan relevan. Keberhasilan Program diukur dengan
indikator hasil (outcome) sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan
menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan
dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang

mendukung program tersebut.

LKIP DPMPTSP PROVINSI MALUKU TAHUN 2021| 19



Table.3 Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Maluku

Indikator Kinerja 2020 2021
No. Satuan - -
Utama Target | Capaian | Target | Capaian
1 2 3 6 7 8 9

Laju Pertumbuhan
| P 1 2083 | 10 | -64,22
Investasi PMA-PMDN ersen 0 0 |

5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap
kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk
mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat
dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang
telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi

Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No | Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target

1. | Meningkatnya Minat | Jumlah Proyek

Investasi - Penanaman Modal Asing (PMA) - 1 Proyek
- Penanaman Modal Dalam Negeri | - 44 Proyek
(PMDN)
2. | Meningkatnya
Nilai Realisasi PMA/PMDN Rp.3T
Realisasi Investasi
3. | Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha
Kualitas Pelayanan | terhadap pelayanan perizinan 91

Perizinan
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No Program Anggaran Keterangan

1. | Program Penunjang Urusan
Rp 7.172.832.773,- APBD
Pemerintahan Daerah Provinsi

2. | Program Pengembangan Iklim
Rp 242.924.088, - APBD
Penanaman Modal

3. | Program Promosi Penanaman
Rp 522.021.544,- APBD

Modal
4. | Program Pelayanan Penanaman
Rp 487.498.719,- APBD
Modal
5. | Program Pengendalian Pelaksanaan APBD (DAK
Rp 650.299.173,-
Penanaman Modal & DAU)

6. | Program Pengelolaan Data dan
Rp 137.019.400,- APBD
Sistem Informasi Penanaman Modal

Total Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah Rp.9.212.595.697,- yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.268.342.283,- dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 4.944.253.414,- dengan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja SKPD sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar
Rp. 8.629.501.202,- atau sebesar : 93,67 % yang dipaparkan dalam bab III
dan detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumen Catatan

Atas Laporan Keuangan Tahun 2021.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu dasar dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antar kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang
diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan
tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus
cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
Maluku Tahun Anggaran 2021 digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan “Visi

dan "Misi” Pemerintah Provinsi Maluku.
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja.

Pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
Maluku Tahun Anggaran 2021 diukur dengan membandingkan target kinerja
dengan realisasinya sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi
Maluku.

Pencapaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran

. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Strategis
1. Meningkatnya | Jumlah Proyek
Minat - PMA - 1Proyek |- 54 proyek 2.740%
Investasi -  PMDN - 44 Proyek |- 1.179 proyek
2. Meningkatnya
Nilai Realisasi
Realisasi Rp.3T Rp3,13T 106,47%
PMA/PMDN

Investasi
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3. Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan

Perizinan

Indeks Kepuasan
Pelaku Usaha terhadap

pelayanan perizinan

91

90,5

99,45%

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sasaran

kinerja terkait meningkatnya minat investasi dan meningkatnya realisasi

investasi melebihi target yang direncanakan. Sedangkan Indeks Kepuasan

Pelaku Usaha terhadap Pelayanan Perizinan mencapai 99,45% dari target yang

ditentukan.

Selain sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sasaran strategis

“Meningkatnya Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja” merupakan penjabaran

terhadap Tujuan “Meningkatkan Investasi dan Kemudahan Berusaha

n

guna mencapai Misi “Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi,

Budaya dan Pariwisata”. Hasil pengukuran sasaran meningkatnya Investasi

dan Penyerapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Sasaran Meningkatnya Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tahun 2021
Indikator Target Realisasi Capaian
(%)
1 | Peningkatan Kerjasama 10% -64,2 % 0
Investasi
Rata-Rata Capaian Kinerja 0

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 14

antara Tahun 2019 s/d Tahun 2021

2019 2020 2021
Indikator Kinerja Real. Cap. Real. Cap. Real. Cap.
Kinerja | Kinerja | Kinerja | Kinerja | Kinerja | Kinerja
1 | Pertumbuhan Investasi | 231% 100% | 20.89% | 100% | -64,2% 0%
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Perbandingan Realisasi Sasaran 14
Tahun 2019 s/d 2021 dengan Tahun Akhir periode RPJMD

Realisasi | Realisasi | Realisasi Target
Indikator Kinerja
2019 2020 2021 2024
1 | Pertumbuhan Investasi 231% 20,89% -64,22 10%

Secara lebih rinci, realisasi investasi, Proyek dan Penyerapan Tenaga Kerja (TKI)

berdasarkan data Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diuraikan sebagai berikut :

PMDN PMA PMDN + PMA
Tahun
Investasi Investasi Investasi
Proyek TKI Proyek TKI Proyek TKI
(Rp) (Rp) (Rp)
2020 6,56 T 1.953 17.466 2,19T 24 1.092 876 T 1.977 18.558
2021 294 T 1.179 3.456 194 M 54 139 3,13T 1.233 3.595
Realisasi Investasi Penanaman Modal 2021 Berdasarkan Lokasi Proyek
PMDN PMA PMDN + PMA
Kabupaten/
No. Kota Investasi Investasi Investasi
Proyek TKI Proyek | TKI Proyek | TKI
(Rp. Juta) (Rp.Juta) (Rp. Juta)
1. Kota Ambon 2.594.954 410 1.081 11.176,9 12 28 2.606.121,9 422 1.109
Maluku Barat
2. - 9 - 162.605,8 9 91 162.605,8 18 91
Daya
Maluku
3. 89.926,1 159 341 6.349,5 19 14 96.275,7 178 355
Tengah
Maluku
4. 22.601,7 97 56 250,4 3 - 22.852,1 100 56
Tenggara
5. Kota Tual 5.980,5 43 282 - - 5.980,5 43 282
Kep.
6. 1.991,6 30 31 2 - 1.991,6 32 31
Tanimbar
Kepulauan
7. 105.587,5 78 756 - - 105.587,5 78 756
Aru
8. Buru 83.601,3 140 510 13.443,8 5 - 97.045,1 145 510
9. Buru Selatan 3.017,7 23 4 - - 3.017,7 23 4
Seram Bagian
10. ] 19.965,4 139 358 - - 19.965,4 139 358
Timur
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11.

Seram Bagian
12.087,6 51 37 624,6 4 6 12.712,2 55
Barat

43

Total : 2.939.704 1.179 3.456 194.451 54 139 3.134.155 1.233

3.595

Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Maluku periode 31 Desember

2021 ini merupakan data investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman Modal Asing (PMA), mencakup data realisasi investasi pelaku

usaha yang telah memperoleh perizinan penanaman modal baik pelaku usaha
yang masih dalam tahap konstruksi, maupun pelaku usaha yang telah
melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial. Data realisasi investasi
yang disajikan adalah realisasi investasi oleh pelaku usaha yang perizinan
berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Investasi/BKPM-
RI), Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku.
Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanaman Modal Asing (PMA) untuk periode tahun 2021 secara komulatif

mencapai Rp. 3,134 Triliun, turun sebesar 64,2% dibandingkan tahun 2020

yang mencapai Rp. 8,76 Triliun. Penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak

3.595 orang, terdiri dari 139 orang pada proyek PMA dan 3.456 orang pada

proyek PMDN.

Penurunan nilai realisasi investasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya :

1. Perubahan metode penginputan realisasi investasi melalui aplikasi Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perhitungan antara Tahun 2020
dengan Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2020 nilai realisasi investasi berdasarkan data LKPM dan
data manual yang tidak dimasukkan melalui aplikasi LKPM;

- Pada Tahun 2021 nilai realisasi investasi diambil hanya melalui data
yang diinput melalui LKPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

tidak lagi menggunakan laporan realisasi investasi secara manual.

2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, dan Peraturan Kepala BKPM nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berbasis
Risiko, maka pelaporan LKPM pelaku usaha dibagi berdasarkan rencana

nilai investasi sebagi berikut :
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- Usaha Mikro adalah rencana investasi dengan nilai sebesar
Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000;

- Usaha Kecil adalah rencana investasi dengan nilai sebesar
Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000;

- Usaha Menengah adalah rencana investasi dengan nilai sebesar
Rp. 5.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000; dan

- Usaha Besar adalah rencana investasi dengan nilai diatas
Rp. 10.000.000.000.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, menyatakan
bahwa pelaku usaha yang wajib melaporkan aktivitas kegiatan penanaman
modal melalui LKPM hanya usaha kecil dengan rencana investasi diatas
Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah). Dengan demikian, maka dapat
disampaikan bahwa ketentuan terkait kewajiban pelaku usaha dalam
melaporkan kegiatan penanaman modal mempengaruhi nilai realisasi
investasi pada Tahun 2021. Karena di Provinsi Maluku pelaku usaha yang
jumlahnya banyak adalah pelaku usaha mikro atau pelaku usaha dengan
nilai rencana investasi sebesar Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000.

Memperhatikan kedua poin diatas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya

nilai realisasi investasi Tahun 2021 dibandingkan dengan nilai realisasi investasi

Tahun 2020 disebabkan oleh terbatasnya jumlah pelaku usaha yang waijib

melaporkan kegiatan penanaman modal melalui aplikasi LKPM dan sumber data

yang dicatat/dilaporkan secara manual sudah tidak dapat dipakai sebagai

laporan realisasi investasi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan

indikator yang ada,

DPMPTSP melaksanakan program untuk peningkatan Promosi dan kerjasama

investasi yang didukung dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan/Sub Target Pagu
Program . Keluaran
Kegiatan
Kegiatan Pembuatan Peta
1. Program

potensi investasi provinsi Tersedianya peta
Pengembangan

- Sub Kegiatan Penyediaan potensi unggulan 3 Dokumen Rp 129.835.843
Iklim Penanaman

Peta potensi dan peluang usaha | daerah
Modal o

provinsi
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Kegiatan/Sub Target Pagu
Program . Keluaran
Keglatan
Kegiatan Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal yang | Tersebarnya 400 leaflet,
menjadi Kewenangan provinsi informasi/publikasi booklet,
) B ] ) Rp 224.376.339
- Sub Kegiatan Penyusunan promosi investasi majalah 2
2. Program Promosi
Strategi Promosi penanaman melalui media cetak edisi
Penanaman Modal
modal kewenangan provinsi
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Meningkatnya strategi
Kegiatan Promosi Penanaman promosi yang efisien 1 event Rp 269.041.530
Modal Kewenangan provinsi dan efektif
3. Program Kegiatan Pengendalian Terlaksananya 9 Rp 145.143.889
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pemantauan perusahaan
Pelaksanaan yang Menjadi Kewenangan proyek/perusahaan
Penanaman Modal | Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Terlaksananya 14 Rp 180.705.421
Sinkronisasi Pengawasan pengawasan
perusahaan
Pelaksanaan Penanaman Modal | proyek/perusahaan

Pencapaian sasaran kinerja yang ke-3 vyaitu Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perizinan. Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku secara berkesinambungan terus berusaha
untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
pelaku usaha. Dan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik yakni dengan melakukan survei indeks kepuasan masyarakat yang terkait
dengan pemberian layanan publik bagi para pelaku usaha di unit perizinan dan
non perizinan lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.

Mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat telah ditetapkan dalam
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat.

Ruang lingkup survei indeks kepuasan masyarakat selama Tahun 2021
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, meliputi :

1. Persyaratan Layanan

2. Prosedur Layanan

3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5

Produk Layanan
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Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana

Sarana dan Prasarana

v X N o

Penanganan Pengaduan

Standardisasi Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi
SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan mengacu pada standar nilai
yang telah ditetapkan sesuai SK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No.14 Tahun 2017 sebagai berikut :

NILAI KINERJA
NILAI NILAI INTERVAL MUTU
INTERVAL UNIT
PERSEPSI KONVERSI SKM | PELAYANAN
SKM PELAYANAN
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,099 D Tidak Baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik

Sarana yang digunakan sebagai tolak ukur indeks survei kepuasan

masyarakat bagi para pelaku usaha dalam hal layanan perizinan dan
nonperizinan, yakni dalam bentuk lembaran kuesioner, dan selama Tahun
2021 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat telah selesai ditindaklanjuti
dengan capaian nilai atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

sebagai berikut :

NILAI
NO. | TAHUN TRWLN.I | TRWLN.II | TRWLN. III | TRWLN. IV
RATA-RATA
1. 2021 89 90 91 92 90,5

Perbandingan Capaian Realisasi dan target IKM tahun 2020 dan 2021 dapat
dilihat dalam tabel berikut :

Tt Tahun 2020 Capaian Tahun 2021 Capaian
raian
Target | Realisasi (%) Target | Realisasi (%)
Indeks Kepuasan
86,5 92 106,3 91 90,5 99,45
Masyarakat

Target nilai IKM terhadap pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi
Maluku Tahun 2021 adalah 90,5 atau dikategorikan Baik dan realisasi tingkat
kepuasan masyarakat pelaku usaha mencapai nilai 90,5 yang artinya tingkat

kepuasan pelaku usaha dikategorikan Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan
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IKM Tahun sebelumnya terdapat penurunan IKM sebesar 1,63%. Penurunan
nilai IKM disebabkan oleh kurang puasnya pelanggan terhadap besaran nilai
retribusi sesuai variabel pengukuran SKM. Perubahan nilai retribusi tersebut
disebabkan Revisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu yang mengatur tentang besaran biaya retribusi yang relatif
lebih murah dan terjangkau menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Retribusi Perizinan Tertentu, dimana terjadi kenaikan
besaran biaya retribusi untuk pengurusan proses perizinan yang cukup

signifikan dan penerapannya baru diberlakukan pada tahun 2021.

Pencapaian Kinerja berdasarkan Sasaran Program
Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku

berdasarkan sasaran program dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Program 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

TAHUN 2021
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI
TARGET % %
1 2 3 4 5
1 Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah 3 dokumen 100 100
2 Tersedianya dokumen LKIP 1 dokumen 100 100
3 Tersedianya dokumen evaluasi penanaman modal 11 kab/kota 100 100
4 Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan PNS 12 bulan 100 100
5 Terlaksananya penatausahaan keuangan 12 bulan 100 100
6 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi ASN
DPMPTSP 8 orang 100 87,5
7 Terpenuhinyua kebutuhan penerangan gedung kantor 40 orang 100 100
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kebersihan kantor 12 bulan 100 100
9 Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 12 bulan 100 100
10 Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 12 bulan 100 100
11 Tersedianya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu 100 orang 100 100
12 Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi 10 kali 100 100
13 Tersedianya sarana penunjang operasional kantor 88 unit 100 88
14 Tersedianya surat menyurat 12 bulan 100 100
15 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik 12 bulan 100 100
16 Terpenuhinya pelayanan umum kantor 12 bulan 100 100
17 Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional )
kantor 9 unit 100 100
18 Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor 34 unit 100 100
19 Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 12 bulan 100 100
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Sasaran program 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

TAHUN 2021
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI
TARGET %
%
1 2 3 4 5
1 Terlaksananya percepatan pembangunan Kawasan 3 dokumen 100 100
produksi di daerah
2 Tersedianya peta potensi unggulan daerah 3 dokumen 100 100
Sasaran program 3. Program Promosi Penanaman Modal
TAHUN 2021
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI
TARGET %
%
1 2 3 4 5
1 Tersebarnya informasi/publikasi promosi investasi melalui 400 leaflet,
media cetak booklet dan
100 100
majalah 2
edisi
2 Meningkatnya strategi promosi yang efisien dan efektif 1 event 100 100
Sasaran program 4. Program Pelayanan Penanaman Modal
TAHUN 2021
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI
TARGET %
%
1 2 3 4 5
1 Terciptanya kemudahan layanan perizinan dan non
o 1.300 izin 100 106,07
perizinan
2 Terlaksananya pemantauan komitmen perizinan dan non
. 4 kab/kota 100 100
perizinan
3 Terlaksananya survei indeks kepuasan masyarakat Nilai 91 100 99,45

Sasaran program 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

TAHUN 2021
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI
TARGET %
%

1 2 3 4 5
1 Terlaksananya pemantauan proyek/perusahaan 9 perusahaan 100 100
2 Terlaksananya pembinaan proyek/perusahaan melalui

yap proyex/p 325 orang 100 100

BIMTEK atau Sosialisasi

3 Terlaksananya pengawasan penanaman modal 14 perusahaan 100 100

Sasaran program 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

TAHUN 2021
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN REALISASI
TARGET %
%
1 2 3 4 5
1 Tersedianya data dan informasi penanaman modal 12 bulan 100 100
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B. Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Maluku sesuai
Anggaran (DPPA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 9.212.595.697,- yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.268.342.283,- dan Belanja Langsung

dengan Dokumen Perubahan Penggunaan

sebesar Rp.4.944.253.414,- dengan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja OPD sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar
Rp. 8.629.501.202,- atau sebesar 93,67 % dari total anggaran OPD dengan

rincian program kegiatan sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kegiatan

REALISASI
ANGGARAN
URAIAN Rp %
1 2 3 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
Rp 474.169.436 403.046.865 85
Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Rp 60.214.863 57.925.090 | 96,20
Kinerja SKPD
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 268.666.603 237.595.804 | 88,44
Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Rp  3.978.972.283 3.795.390.690 | 95,39
ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Rp 83.280.000 53.280.000 | 63,98
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan  Administrasi  Kepegawaian
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Rp 120.899.637 109.323.037 | 90,42
berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Rp 112.499.999 103.822.074 | 92,29
Undangan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Rp 14.999.930 14.999.930 | 100
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Rp 11.999.350 11.999.350 | 100
Tangga
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 62.156.199 62.156.199 | 100
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Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Rp

59.999.885

59.999.885

100

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Rp

89.749.110

89.749.110

100

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Rp

149.160.000

144.351.811

96,78

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas

Rp

468.540.000

424.660.000

90,63

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Rp

75.339.470

69.756.000

92,59

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin

lainnya

Rp

394.863.840

391.580.500

99,17

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Rp

69.663.250

69.148.900

99,26

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Rp

19.998.000

16.160.210

80,81

Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air

dan listrik

Rp

81.600.000

62.017.355

76

Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp

96.279.348

93.778.596

97,40

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Rp

109.770.000

109.768.642

99,99

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

Rp

24.926.000

24.926.000

100

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Rp

345.085.570

344.085.500

99,99

Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal

Kegiatan Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Provinsi

Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah

dalam Pemberian Fasilitas/Insentif  dan

Kemudahan Penanaman Modal

Rp

103.849.307

100.793.487

97,05

Kegiatan  Pembuatan Peta  Potensi

Investasi Provinsi

Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan

Peluang Usaha Provinsi

Rp

139.074.781

129.835.843

93,35

Program Promosi Penanaman Modal
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Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
Modal  yang

Kewenangan Daerah Provinsi

Penanaman Menjadi

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi

Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Rp

224.998.750

224.376.339

99,72

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi

Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Rp

297.022.794

269.041.530

90,57

Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut

Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Menjadi Kewenangan Daerah

Provinsi

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Perizinan Berusaha

Pelayanan Terintegrasi

Secara Elektronik

Rp

299.998.885

252.630.558

84,21

Sub  Kegiatan  Pemantauan  Pemenuhan

Komitmen Perizinan dan Non Perizinan

Penanaman Modal

Rp

74.999.961

66.382.961

88,51

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi

dan Pengelolaan Pengaduan  Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non

Perizinan

Rp

112.499.873

107.768.873

95,79

Program Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

Kegiatan Pengendalian  Pelaksanaan
Modal  yang

Kewenangan Daerah Provinsi

Penanaman Menjadi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Rp

151.669.565

145.143.889

95,69

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Rp

283.800.292

278.200.292

98,02

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Rp

214.829.316

180.705.421

84,11

Program Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal yang Terintegrasi pada Tingkat

Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan

Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan
Berbasis

Non Perizinan Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha

Elektronik

Terintegrasi  secara

Rp

137.019.400

125.100.461

91,30
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b. Menurut Jenis Belanja

Realisasi
Jenis Belanja Anggaran
Rp %
- Belanja Pegawai 4.268.342.283,- 4.047.920.690,- 94,83
- Belanja Barang dan jasa 4.002.342.283,- 3.686.094.012,- 92,09
- Belanja Modal 941.907.660,- 895.486.500,- 95,07
Total 9.212.595.697,- 8.629.501.202,- 93,67

Capaian realisasi belanja langsung pada tahun 2021 mengalami peningkatan di
bandingkan tahun 2020, tetapi penyerapan anggaran tersebut belum
sepenuhnya maksimal, hal itu disebabkan karena :
1. Rasionalisasi Anggaran Belanja yang disesuaikan dengan Surat Edaran
Menteri Keuangan mempengaruhi perubahan pagu anggaran.

2. Refocusing dan Realokasi Anggaran.

LKIP DPMPTSP PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 | 34



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun
Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud meliputi program dan
kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penanaman modal
daerah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku tahun
2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang
ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun
Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan
Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2021. LKIP Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi Maluku tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program
dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam

menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

a. Kesimpulan
Dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian kinerja terhadap 3 (tiga)
sasaran strategis yang tersaji dalam perjanjian kinerja tahun 2021 vyaitu
Meningkatnya minat investasi, meningkatnya realisasi investasi serta
meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan dua indikator kinerja yaitu
jumlah pelaku usaha PMA/PMDN dan nilai realisasi investasi PMA/PMDN yang
diterapkan telah memenuhi target sasaran. Sedangkan Indeks kepuasan pelaku
usaha terhadap pelayanan perizinan yang diterapkan telah mencapai 99,45% dari
target sasaran. Indikator kinerja yang ditargetkan dan diterapkan yaitu sebagai
berikut :
» Indikator jumlah pelaku usaha PMA/PMDN yang ditargetkan sebanyak 45
proyek tercapai sebesar 132 proyek;
» Indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN yang ditargetkan sebesar
Rp 3 T tercapai sebesar Rp. 3,134 T;
» Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 91

tercapai sebesar 90,5.
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b. Permasalahan
Dalam mencapai target kinerja, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
Maluku tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Berikut sejumlah
permasalahan yang terjadi di tahun 2021 berdasarkan sasaran yang dicapai,
diantaranya :
1. Sasaran Meningkatnya Minat Investasi, permasalahan yang sering dihadapi
adalah :

- Terbatasnya jadwal promosi investasi melalui forum bisnis dan
pameran/expo baik didalam negeri maupun diluar negeri akibat dampak
Pandemi Covid-19;

- Masih belum tersedianya dokumen yang memuat tentang potensi
investasi dalam bentuk Feasibility Study (FS) yang siap dijual kepada

para investor.

2. Sasaran Meningkatnya realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA)
atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Maluku,
permasalahannya adalah :

- Terkoreksinya nilai kurs rupiah terhadap Dollar Amerika;

- Kondisi geografis daerah Provinsi Maluku yang terdiri dari daerah
kepulauan mengakibatkan koordinasi antar kabupaten/kota terkait potensi
dan peluang investasi belum efektif;

- Perencanaan dan pengembangan peta potensi investasi yang lebih
komprehensif harus lebih ditingkatkan guna mendatangkan investor yang
siap berinvestasi di Provinsi Maluku;

- Meningkatkan upaya untuk mendatangkan investor di bidang
pertambangan atau konstruksi yang sudah pasti merupakan investasi

dengan rencana nilai investasi yang besar.

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, secara umum tidak ada
permasalahan yang cukup signifikan berkaitan dengan tugas dan fungsi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku. Menurunnya Indeks
Kepuasan Masyarakat disebabkan oleh kurang puasnya masyarakat (pelaku
usaha) terhadap besaran nilai retribusi yang telah direvisi dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Retribusi Perizinan
Tertentu, yang pemberlakuannya baru berjalan pada pertengahan Tahun
2021.
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C.

Solusi

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku pada tahun mendatang, beberapa

langkah penting yang perlu dilakukan sebagai solusi untuk menekan sejumlah

permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi kerjasama strategis lintas sektor
terkait di Pemerintah provinsi maupun di kabupaten dan kota dalam
mengkaji potensi dan peluang investasi daerah;

Menjalin kerjasama internasional untuk mendapatkan peluang promosi
investasi berskala internasional;

Terlibat langsung dalam event-event promosi investasi baik di dalam
maupun luar negeri terutama Pameran yang lokasinya berpotensial
mendatangkan calon investor;

Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program
kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal
balik dari Pemerintah (DPMPTSP) khususnya terhadap program pusat dan
daerah dengan pengusaha PMA/PMDN yang berkaitan dengan
pengembangan investasi dan penanaman modal di Provinsi Maluku.
Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading
sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala proritas program
kegiatan sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
Meningkatkan pemantauan, pembinaan pengawasan terhadap PMA/PMDN
yang investasinya di Provinsi Maluku;

Perlunya penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten/Kota
dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan
peraturan yang ada;

Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang

komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.

Demikianlah Laporan Kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku ini dapat disusun/dibuat. Disadari bahwa ada kendala

yang dijumpai dalam pelaksanaannya, tetapi hal itu tidak menjadi tantangan

namun menjadi pemicu untuk lebih berhasil lagi di tahun-tahun yang akan datang

dengan harapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita semua.

Terima Kasih
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